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Abstrak 

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di 

Kabupaten Batu Bara. Keberhasilan penanggulangan stunting tidak hanya ditentukan oleh intervensi teknis, tetapi juga 

dipengaruhi oleh efektivitas fungsi manajemen serta tingkat pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh fungsi dasar manajemen terhadap pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting di 

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif analitik dengan 

pendekatan cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga pelaksana program stunting dan kader posyandu 

sebanyak 250 orang, dengan sampel 167 responden yang dipilih menggunakan teknik proportional random sampling. Data 

dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan secara 

univariat, bivariat menggunakan uji Chi-square, dan multivariat menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa seluruh aspek fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, 

berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat (p < 0,001). Variabel pengawasan merupakan faktor paling 

dominan (PR = 5,84), diikuti oleh pelaksanaan (PR = 5,70), perencanaan (PR = 4,32), dan pengorganisasian (PR = 3,23). 

Disimpulkan bahwa fungsi dasar manajemen memiliki peran penting dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam 

penanggulangan stunting. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi manajemen, khususnya pada aspek pengawasan dan 

pelaksanaan, untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan stunting. 

 

Kata kunci: Fungsi manajemen; pemberdayaan masyarakat; stunting;  kesehatan masyarakat; stunting 

A Stunting remains a major public health problem in Indonesia, including in Batu Bara District. The success of stunting 
reduction is not only determined by technical interventions but is also influenced by the effectiveness of management functions 
and the level of community empowerment. This study aims to analyze the effect of basic management functions on community 
empowerment in stunting prevention efforts in the working area of the Batu Bara District Health Office. This study employed 
an analytical quantitative design with a cross-sectional approach. The population consisted of 250 stunting program 
implementers and posyandu cadres, with a sample of 167 respondents selected using proportional random sampling. Data were 
collected through a structured questionnaire that had been tested for validity and reliability. Data analysis was conducted using 
univariate, bivariate (Chi-square test), and multivariate (logistic regression) analyses. The results showed that all aspects of 
management functions planning, organizing, actuating, and controlling, had a significant effect on community empowerment 
(p < 0.001). The most dominant variable was controlling (PR = 5.84), followed by actuating (PR = 5.70), planning (PR = 4.32), 
and organizing (PR = 3.23). In conclusion, management functions play an important role in enhancing community 
empowerment in stunting prevention. Therefore, strengthening management functions, particularly in controlling and 
actuating, is necessary to improve the effectiveness of stunting prevention programs. 
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1. PENDAHULUAN 

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang utama di negara berkembang, 

termasuk Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang 

berlangsung dalam jangka panjang, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)[1]. Kondisi ini 

tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik berupa tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia, tetapi juga 

berimplikasi pada gangguan perkembangan kognitif, penurunan kapasitas belajar, peningkatan risiko penyakit 

tidak menular, serta penurunan produktivitas di masa dewasa. Oleh karena itu, stunting tidak hanya menjadi 

masalah kesehatan, tetapi juga menjadi isu strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi suatu 

negara[2]. Secara global, prevalensi stunting masih tergolong tinggi meskipun menunjukkan tren penurunan 

dalam beberapa tahun terakhir[3]. Di Indonesia, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi 

stunting pada balita masih berada pada angka 21,5% pada tahun 2023[3]. Meskipun mengalami penurunan 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14% sebagaimana 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024[4]. Hal ini 

menunjukkan bahwa upaya penanggulangan stunting masih memerlukan penguatan yang lebih komprehensif dan 

berkelanjutan [5] 

 

Di tingkat daerah, permasalahan stunting menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Provinsi Sumatera Utara, 

termasuk Kabupaten Batu Bara, masih menghadapi tantangan dalam menurunkan angka stunting. Data 

menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Batu Bara masih berada di atas target nasional, yang 

mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang bersifat multidimensional, seperti rendahnya akses terhadap pangan bergizi, kondisi sanitasi 

yang kurang memadai, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta faktor sosial ekonomi dan pendidikan 

masyarakat[6]. 

 

Selain faktor tersebut, aspek tata kelola program kesehatan juga menjadi determinan penting dalam keberhasilan 

penanggulangan stunting. Pelaksanaan program yang tidak optimal seringkali disebabkan oleh lemahnya fungsi 

manajemen dalam organisasi pelaksana. Fungsi dasar manajemen yang meliputi perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) merupakan elemen kunci 

dalam memastikan efektivitas program kesehatan masyarakat. Penerapan fungsi manajemen yang baik 

memungkinkan pengalokasian sumber daya secara efisien, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta monitoring 

dan evaluasi yang berkelanjutan[7],[8]. Dalam konteks penanggulangan stunting, fungsi perencanaan berperan 

dalam menentukan prioritas intervensi berbasis data, pengorganisasian memastikan adanya koordinasi lintas 

sektor, pelaksanaan mendorong keterlibatan aktif pelaksana dan masyarakat, sedangkan pengawasan berfungsi 

untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kelemahan pada salah 

satu fungsi tersebut dapat menghambat keberhasilan program secara keseluruhan [9] 

 

Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam penanggulangan stunting adalah pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk berpartisipasi 

aktif dalam mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan, serta melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan 

kesehatan mereka. Dalam konteks stunting, pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam mendorong 

perubahan perilaku terkait pola makan, pola asuh anak, sanitasi, serta pemanfaatan layanan kesehatan[10] 

 

Namun, keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada dukungan sistem manajemen yang baik. 

Tanpa perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif, pelaksanaan yang partisipatif, serta pengawasan yang 

berkelanjutan, upaya pemberdayaan masyarakat cenderung tidak berjalan optimal. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa kelemahan dalam fungsi manajemen, seperti kurangnya koordinasi lintas sektor dan 

minimnya pengawasan, dapat menurunkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan 

stunting[11]. 

 

Di Kabupaten Batu Bara, Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai program penanggulangan stunting, 

seperti pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta penguatan peran kader posyandu. Namun, dalam 

pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain perencanaan program yang belum sepenuhnya 
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berbasis data, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta keterlibatan masyarakat yang masih rendah di 

beberapa wilayah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi program di 

lapangan. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penanggulangan stunting tidak hanya 

bergantung pada intervensi teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas fungsi manajemen dalam 

pelaksanaan program serta tingkat pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan 

untuk menganalisis pengaruh fungsi dasar manajemen terhadap pemberdayaan masyarakat dalam upaya 

penanggulangan stunting di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola program kesehatan masyarakat serta menjadi dasar 

dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif analitik dengan pendekatan cross-sectional untuk menganalisis 

pengaruh fungsi dasar manajemen terhadap pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting di wilayah 

kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Populasi penelitian terdiri dari 250 tenaga 

pelaksana program dan kader posyandu, dengan sampel sebanyak 167 responden yang dipilih menggunakan 

teknik proportional random sampling. Variabel independen meliputi fungsi manajemen yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, sedangkan variabel dependen adalah 

pemberdayaan masyarakat. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur berbasis skala Likert yang telah diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan secara bertahap meliputi analisis univariat, bivariat 

menggunakan uji Chi-square, serta analisis multivariat menggunakan regresi logistik untuk mengidentifikasi 

faktor dominan yang memengaruhi pemberdayaan masyarakatSeluruh hasil dianalisis pada tingkat signifikansi α 

= 0,05. 

 

 

3. HASIL 

 

Hasil Analisis Univariat  

Adapun hasil analisis univariat dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1. Distribusi frekuensi Hasil analisis Univariat 

No Karakteristik f % 

1 Jenis kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

62 

105 

 

37,1 

62,9 

2 Usia  

21-35 tahun 

36-50 tahun 

 

74 

93 

 

44,3 

55,7 

3 Pendidikan  

SMA 

D-III/S1/S2 

 

25 

142 

 

15,0 

85,0 

4 Lama bekerja 

≤5 tahun 

>5 tahun 

 

51 

116 

 

30,5 

69,5 

 Sumber: Hasil Penelitian 

 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jenis kelamin responden mayoritas berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 62,9%. Sebanyak 55,7% responden berusia 36-50 tahun. Ditinjau dari pendidikan, sebanyak 85% 

responden berpendidikan            D-III/S1/S2. Berdasarkan lama pekerjaan, sebanyak 69,5% responden memiliki 

lama pekerjaan >5 tahun. 
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Tabel 1.2 Distribusi Frekuensi Fungsi Dasar Manajemen Masyarakat  

Dalam Upaya Penanggulangan Stunting 

No Fungsi dasar manajemen f % 

1 Perencanaan 

Kurang baik 

Baik 

 

62 

105 

 

37,1 

62,9 

2 Pengorganisasian  

Kurang baik 

Baik 

 

74 

93 

 

44,3 

55,7 

3 Pelaksanaan 

Kurang baik 

Baik 

 

25 

142 

 

15,0 

85,0 

4 Pengawasan 

Kurang baik 

    Baik 

 

78 

89 

 

46,7 

53,3 

5 Pemberdayaan masyarakat dalam upaya 

penanggulangan stunting 

Kurang baik 

    Baik 

 

 

49 

118 

 

 

29,3 

70,7 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa berdasarkan fungsi dasar manajemen sebanyak 37,1% responden 

dengan perencanaan kurang baik, dan 62,9% dengan perencanaan yang baik. Ditinjau dari aspek 

pengorganisasian, sebanyak 44,3% responden dengan pengorganisasian yang kurang baik, dan 55,7% dengan 

pengorganisasian yang baik. Berdasarkan aspek pelaksanaan, sebanyak 15% responden dengan pelaksanaan yang 

kurang baik, dan 55,7% dengan pengorganisasian yang baik. Ditinjau dari aspek pengawasan, sebanyak 46,7% 

responden dengan pengawasan yang kurang baik, dan 53,3% dengan pengawasan yang baik. Berdasarkan 

pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting, sebanyak 29,3% responden dengan 

pemberdayaan yang kurang baik, dan 70,7% dengan pemberdayaan yang baik. 

 

Hasil Analisis Bivariat 

 

Tabel 1.2. Pengaruh Fungsi Dasar Manajemen terhadap Pemberdayaan Masyarakat  

dalam Penanggulangan Stunting 

Variabel (Fungsi Mana-

jemen) 

Pemberdayaan          Ren-

dah n (%) 

Pemberdayaan Tinggi 

n (%) 

Total 

(n) 

p-

value 
PR 95% CI 

Perencanaan       

Kurang baik 33 (61,1) 21 (38,9) 54 <0,001 4,32 
2,614-

7,126 

Baik 16 (14,2) 97 (85,8) 113    

Pengorganisasian       

Kurang baik 31 (53,4) 27 (46,6) 58 <0,001 3,23 
1,991-

5,260 

Baik 18 (16,5) 91 (83,5) 109    

Pelaksanaan       

Kurang baik 38 (60,3) 25 (39,7) 63 <0,001 5,70 
3,150-

10,325 

Baik 11 (10,6) 93 (89,4) 104    

Pengawasan       
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Variabel (Fungsi Mana-

jemen) 

Pemberdayaan          Ren-

dah n (%) 

Pemberdayaan Tinggi 

n (%) 

Total 

(n) 

p-

value 
PR 95% CI 

Kurang baik 41 (52,6) 37 (47,4) 78 <0,001 5,84 
2,922-

11,704 

Baik 8 (9,0) 81 (91,0) 89    

Sumber: Hasil olah Penelitian 

 

 

Berdasarkan tabel analisis bivariat menunjukkan hubungan antara fungsi dasar manajemen (perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) dengan pemberdayaan masyarakat dalam upaya 

penanggulangan stunting di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, adalah pada aspek perencanaan, 

dari 54 responden yang menilai perencanaan kurang baik, sebagian besar yaitu 61,1% memiliki tingkat 

pemberdayaan masyarakat yang rendah, sedangkan 38,9% memiliki pemberdayaan tinggi. Sebaliknya, pada 

responden dengan perencanaan yang baik (113 responden), mayoritas yaitu 85,8% memiliki pemberdayaan 

masyarakat yang tinggi dan hanya 14,2% yang rendah. Hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara perencanaan dan pemberdayaan masyarakat (p < 0,001) dengan nilai PR sebesar 4,32 (95% CI: 

2,614–7,126), yang berarti bahwa responden dengan perencanaan yang kurang baik memiliki risiko 4,32 kali lebih 

besar untuk memiliki pemberdayaan masyarakat yang rendah dibandingkan dengan responden dengan 

perencanaan yang baik., selanjutnya pada aspek pengorganisasian, dari 58 responden dengan pengorganisasian 

yang kurang baik, sebanyak 53,4% memiliki pemberdayaan rendah dan 46,6% tinggi. Sementara itu, dari 109 

responden dengan pengorganisasian yang baik, sebesar 83,5% memiliki pemberdayaan tinggi dan 16,5% rendah. 

Hasil uji Chi-square menunjukkan hubungan yang signifikan (p < 0,001) dengan nilai PR sebesar 3,23 (95% CI: 

1,991–5,260), yang menunjukkan bahwa pengorganisasian yang kurang baik meningkatkan risiko rendahnya 

pemberdayaan masyarakat sebesar 3,23 kali. Diikuti pada aspek pelaksanaan, dari 63 responden dengan 

pelaksanaan yang kurang baik, sebesar 60,3% memiliki pemberdayaan rendah dan 39,7% tinggi. Sebaliknya, pada 

responden dengan pelaksanaan yang baik (104 responden), sebanyak 89,4% memiliki pemberdayaan tinggi dan 

hanya 10,6% yang rendah. Hasil analisis menunjukkan hubungan yang signifikan (p < 0,001) dengan nilai PR 

sebesar 5,70 (95% CI: 3,150–10,325), yang berarti bahwa pelaksanaan yang kurang baik meningkatkan risiko 

rendahnya pemberdayaan masyarakat sebesar 5,70 kali. Kemudian pada aspek pengawasan, dari 78 responden 

dengan pengawasan yang kurang baik, sebesar 52,6% memiliki pemberdayaan rendah dan 47,4% tinggi. 

Sementara itu, pada responden dengan pengawasan yang baik (89 responden), sebesar 91,0% memiliki 

pemberdayaan tinggi dan hanya 9,0% yang rendah. Hasil uji statistik menunjukkan hubungan yang signifikan (p 

< 0,001) dengan nilai PR sebesar 5,84 (95% CI: 2,922–11,704), yang menunjukkan bahwa pengawasan yang 

kurang baik memiliki risiko terbesar terhadap rendahnya pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan 

variabel lainnya.  Secara keseluruhan, seluruh aspek fungsi dasar manajemen memiliki hubungan yang signifikan 

dengan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting. Di antara keempat variabel tersebut, 

pengawasan merupakan faktor yang paling dominan, diikuti oleh pelaksanaan, perencanaan, dan 

pengorganisasian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan fungsi manajemen, maka semakin tinggi 

tingkat pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program penanggulangan stunting. 

 

 

Analisis Multivariat  

.  

Tabel 1.3. Analisis Multivariat Pengaruh Fungsi Dasar Manajemen terhadap Pemberdayaan Masyarakat  

dalam Penanggulangan StuntingPengobatan TB Paru 

Variabel Nilai P PR 
95%CI 

Rendah  Tinggi  

Perencanaan  <0,001 13,7 4,367 43,265 

Pengorganisasian 0,002 19 3,138 40,109 

Pelaksanaan 0,001 10,7 3,071 38,201 

Pengawasan <0,001 13,7 4,060 46,621 

Sumber: Hasil Penelitian  
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Analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel yang dominan berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat 

dalam upaya penanggulangan stunting adalah variabel pengawasan (p = <0,001; PR = 13,7; 95% CI 4,060 – 

46,621). Hal ini berarti bahwa responden dengan aspek pengawasan yang kurang baik memiliki kecenderungan 

13,7 kali lebih besar untuk memiliki pemberdayaan masyarakat yang rendah dalam upaya penanggulangan 

stunting dibandingkan dengan responden yang memiliki aspek pengawsan yang baik. Berdasarkan hasil analisis 

multivariat, dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsi dasar manajemen berpengaruh terhadap pemberdayaan 

masyarakat, dengan pengawasan sebagai faktor paling dominan, diikuti oleh pelaksanaan, perencanaan, dan 

pengorganisasian. 

 

 

 

4. PEMBAHASAN 

Hasil analisis univariat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai fungsi dasar 

manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) berada dalam kategori baik, namun 

masih terdapat proporsi responden yang menilai fungsi manajemen belum optimal. Selain itu, tingkat pem-

berdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting sebagian besar berada pada kategori sedang hingga tinggi, 

meskipun masih ditemukan kelompok masyarakat dengan tingkat pemberdayaan yang rendah. Temuan ini menun-

jukkan bahwa implementasi program penanggulangan stunting di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batu 

Bara telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendorong pemberdayaan masyarakat secara me-

nyeluruh. Kondisi ini dapat disebabkan oleh variasi dalam kualitas pelaksanaan fungsi manajemen di tingkat 

lapangan, khususnya dalam hal perencanaan berbasis data, koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan program. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Fatmawati et al. (2025) yang menyatakan bahwa pemberdayaan 

masyarakat dalam pencegahan stunting memerlukan pendekatan yang sistematis melalui peningkatan kapasitas, 

partisipasi aktif masyarakat, serta evaluasi berkelanjutan terhadap program yang dijalankan. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi pro-

gram dan keterlibatan stakeholder secara aktif[12].  Selain itu, penelitian oleh Tyarini et al. (2024) juga 

menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui edukasi gizi, peningkatan akses sanitasi, serta 

pemantauan pertumbuhan anak dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan 

stunting. Namun, efektivitas program tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan dukungan dari 

tenaga kesehatan serta kader di lapangan[13]. 

 

Hasil ini juga didukung oleh penelitian Suharto et al. (2023) yang menemukan bahwa intervensi berbasis 

pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan kader posyandu, mampu meningkatkan perilaku 

pencegahan stunting secara signifikan. Namun demikian, penelitian tersebut menekankan bahwa keberhasilan 

program sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan program, termasuk perencanaan yang matang dan 

pengawasan yang berkelanjutan[14]. Lebih lanjut, hasil systematic literature review oleh Kemal & Permana 

(2024) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting umumnya dilakukan 

melalui tiga tahapan utama, yaitu peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas, dan kemandirian masyarakat. 

Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, dan rendahnya partisipasi 

masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam implementasi program di berbagai daerah[15]. Temuan dalam 

penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Astuti et al. (2023) yang menyatakan bahwa pemberdayaan 

masyarakat berbasis pendekatan terpadu (integrated approach), termasuk dukungan teknologi dan ketahanan 

pangan, dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan stunting. Namun, keberhasilan program 

tersebut memerlukan dukungan manajemen yang kuat serta keterlibatan aktif berbagai sektor[16]. 

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun tingkat 

pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini relatif cukup baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan, 

terutama melalui penguatan fungsi manajemen program kesehatan. Fungsi manajemen yang belum optimal 

berpotensi menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam 

penanggulangan stunting. Dengan demikian, hasil analisis univariat ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas 

fungsi manajemen, khususnya dalam perencanaan berbasis data, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan yang 

berkelanjutan, sangat penting untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas 

program penanggulangan stunting. 

 

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa seluruh aspek fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan 
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masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting (p < 0,001). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 

penerapan fungsi manajemen, maka semakin tinggi tingkat pemberdayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan 

teori manajemen yang menyatakan bahwa integrasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan merupakan kunci keberhasilan suatu program[7]. Pada aspek perencanaan, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perencanaan yang kurang baik meningkatkan risiko rendahnya pemberdayaan masyarakat 

sebesar 4,32 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan berbasis data dan kebutuhan masyarakat sangat 

penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa 

perencanaan yang tidak optimal dapat menghambat efektivitas program kesehatan dan menurunkan keterlibatan 

masyarakat[17]. Pada aspek pengorganisasian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian yang 

kurang baik meningkatkan risiko rendahnya pemberdayaan masyarakat sebesar 3,23 kali. Hal ini menunjukkan 

bahwa koordinasi lintas sektor dan pembagian tugas yang jelas sangat berperan dalam keberhasilan program. 

Penelitian lain menyatakan bahwa lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor 

penghambat dalam implementasi program kesehatan masyarakat[18]. Pada aspek pelaksanaan, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelaksanaan yang kurang baik meningkatkan risiko rendahnya pemberdayaan masyarakat 

sebesar 5,70 kali. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program yang tidak konsisten dan kurang melibatkan 

masyarakat dapat menghambat keberhasilan pemberdayaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan 

bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan faktor utama dalam keberhasilan 

intervensi kesehatan[14]. Pada aspek pengawasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan merupakan 

faktor yang paling dominan dengan risiko sebesar 5,84 kali terhadap rendahnya pemberdayaan masyarakat. Hal 

ini menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting dalam memastikan 

keberhasilan program. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dapat meningkatkan 

akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan program kesehatan[19]. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi dasar manajemen memiliki peran yang sangat 

penting dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil systematic review yang 

menyatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen 

program, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkelanjutan[15]. Secara keseluruhan, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa keempat fungsi dasar manajemen memiliki peran yang signifikan dalam 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Di antara keempat variabel tersebut, pengawasan dan pelaksanaan 

merupakan faktor yang paling dominan, yang menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan 

oleh perencanaan, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan evaluasi program. Hasil ini memperkuat teori 

manajemen yang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter (2021), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu 

organisasi sangat bergantung pada integrasi yang baik antara fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, penerapan fungsi manajemen yang optimal dapat 

meningkatkan efektivitas program serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan masalah 

kesehatan, termasuk stunting. 

Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa seluruh variabel fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat 

dalam upaya penanggulangan stunting. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak 

hanya dipengaruhi oleh satu aspek manajemen, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai fungsi manajemen 

yang saling terintegrasi. Temuan ini sejalan dengan teori manajemen yang menyatakan bahwa efektivitas 

organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan secara sistematis[8] 

Variabel pengawasan merupakan faktor yang paling dominan dalam penelitian ini (PR = 5,84), yang menunjukkan 

bahwa pengawasan yang kurang baik secara signifikan meningkatkan risiko rendahnya pemberdayaan 

masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting dalam 

memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil 

ini sejalan dengan penelitian Yuliasti, et al. (2023) yang menyatakan bahwa pengawasan yang efektif dapat 

meningkatkan akuntabilitas, kualitas implementasi program, serta memastikan keberlanjutan intervensi kesehatan 

masyarakat[20]. Selanjutnya, variabel pelaksanaan juga menunjukkan pengaruh yang kuat (PR = 5,70), yang 

menegaskan bahwa implementasi program yang aktif, partisipatif, dan berkelanjutan sangat berperan dalam 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan yang tidak optimal dapat menyebabkan rendahnya 

partisipasi masyarakat dan kegagalan dalam mencapai tujuan program. Temuan ini didukung oleh penelitian 

Suharto et al. (2023) yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat 

ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan program[14]. 

Variabel perencanaan juga berpengaruh signifikan (PR = 4,32), yang menunjukkan bahwa perencanaan yang 

berbasis data dan kebutuhan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan efektivitas program. Perencanaan 

yang tidak matang dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran program dan rendahnya keterlibatan masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Renny Triwijayanti, dkk (2024) yang menyatakan bahwa perencanaan yang baik 
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merupakan dasar utama dalam meningkatkan efektivitas program kesehatan masyarakat[21]. Sementara itu, 

variabel pengorganisasian memiliki pengaruh signifikan dengan nilai PR sebesar 3,23, meskipun merupakan yang 

paling rendah dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dan pembagian 

tugas yang jelas tetap memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program. Penelitian oleh Melinda 

Y, et al. (2025) juga menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar stakeholder dapat menghambat implementasi 

program kesehatan masyarakat.[18] 

Secara keseluruhan, hasil analisis multivariat ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan pelaksanaan 

merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengindikasikan 

bahwa keberhasilan program penanggulangan stunting tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi 

juga pada kualitas implementasi dan evaluasi program secara berkelanjutan. Temuan ini diperkuat oleh hasil 

systematic review yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh 

kualitas manajemen program secara keseluruhan, terutama pada aspek pelaksanaan dan evaluasi[15] 

 

5. KESIMPULAN 

1) Fungsi dasar manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

sebagian besar telah berjalan dalam kategori baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal 

dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting. 

2) Tingkat pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting sebagian besar berada pada kategori 

sedang hingga tinggi, meskipun masih ditemukan kelompok masyarakat dengan tingkat pemberdayaan yang 

rendah. 

3) Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa seluruh aspek fungsi dasar manajemen memiliki hubungan yang 

signifikan dengan pemberdayaan masyarakat, di mana fungsi manajemen yang kurang baik meningkatkan 

risiko rendahnya pemberdayaan masyarakat. 

4) Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa seluruh fungsi dasar manajemen berpengaruh signifikan 

terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan aspek pengawasan sebagai faktor paling dominan, diikuti oleh 

pelaksanaan, perencanaan, dan pengorganisasian. 
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